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ABSTRAK

Studi ini menganalis penerapan kebijakan kesetaraan gender
dalam birokrasi Indonesia. Meskipun kebijakan seperti
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif
Gender (ARG) telah dilaksanakan, namun pada pelaksanaan
masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya.
Hambatan utama untuk mencapai kesetaraan gender di
birokrasi termasuk budaya organisasi yang masih patriarkal,
kurangnya mekanisme pengawasan kebijakan, dan serta
terbatasnya program penguatan kapasitas bagi kalangan
perempuan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif
untuk mendalami dampak dari kesenjangan gender di

birokrasi. Data dikumpulkan metode studi literatur pada
studi-studi yang mengevaluasi implementasi kebijakan
kesetaraan gender dalam administrasi publik di Indonesia.
Studi ini menunjukan bahwa bahwa efektivitas kebijakan
kesetaraan gender sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama:
budaya organisasi, pengawasan kebijakan, dan penguatan
kapasitas perempuan di birokrasi. Budaya organisasi yang
masih mempertahankan norma patriarki menciptakan hambatan bagi perempuan untuk
memperoleh akses yang setara dalam promosi jabatan. Pengawasan kebijakan yang lemah
menyebabkan minimnya akuntabilitas dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender.
Sementara itu, strategy penguatan kapasitas perempuan, seperti mentorship dan pelatihan
kepemimpinan, masih belum sepenuhnya terlembaga dalam system birokrasi. Oleh karena
itu, reformasi birokrasi yang berorientasi pada kesetaraan gender harus mencakup perbaikan
dalam ketiga aspek ini untuk menciptakan perubahan yang lebih substansial.
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ABSTRACT

This study analyzes how gender equality policies are implemented in the Indonesian bureaucracy.
Although policies such as Gender Mainstreaming (PUG) and Gender Responsive Budgeting (ARG)
have been implemented, there are still gaps in implementation. The main obstacles to achieving gender
equality in the bureaucracy include a patriarchal organizational culture, a lack of policy oversight
mechanisms, and limited capacity building programs for women. This study uses a qualitative approach
to explore the impact of the gender gap in the bureaucracy. Data was collected using a literature review
method on studies that evaluated the implementation of gender equality policies in public administration
in Indonesia. This study shows that the effectiveness of gender equality policies is strongly influenced
by three main factors: organizational culture, policy supervision, and strengthening the capacity of
women in the bureaucracy. An organizational culture that still maintains patriarchal norms creates
barriers for women to gain equal access to promotions. Weak policy oversight leads to a lack of
accountability in the implementation of gender equality policies. Meanwhile, strategies to strengthen
women'’s capacity, such as mentorship and leadership training, are still not fully institutionalized in
the bureaucratic system. Therefore, gender equality-oriented bureaucratic reform must include
improvements in these three aspects to create more substantial changes.
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PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dalam administrasi publik merupakan elemen krusial dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, inklusif, dan efektif. Dengan memastikan
partisipasi aktif perempuan dalam birokrasi, administrasi publik tidak hanya dapat
meningkatkan keragaman pandangan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga
memperkaya kualitas layanan publik yang dihasilkan. Dalam beberapa study keberagaman
gender di tingkat kepemimpinan dalam sektor publik memiliki hubungan positif dengan
efisiensi organisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan (Xu et
al., 2024). Keterwakilan gender dalam birokrasi berkontribusi pada peningkatan hasil sosial
dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Park & Liang, 2019). Penganggaran
responsif gender (Gender Responsive Budgeting) juga berperan penting dalam mewujudkan
kesetaraan gender di administrasi publik. GRB memfasilitasi pemertimbangan kebutuhan
gender dalam perencanaan dan implementasi anggaran, memastikan bahwa sumber daya
dialokasikan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan semua kelompok masyarakat,
termasuk perempuan (Galizzi et al., 2018; Steccolini, 2019). Kebijakan yang memperhatikan
perspektif gender ini tidak hanya berpotensi untuk mengurangi ketidakadilan sosial, tetapi
juga meningkatkan efektivitas kebijakan public (Xu et al., 2024). Keterlibatan perempuan
dalam proses pengambilan keputusan berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas
pemerintah dalam mendalami isu-isu kompleks dan tantangan pembangunan yang
dihadapi. Misalnya, dalam konteks kebijakan pengangguran, variabel yang melibatkan
perempuan dalam pengambilan keputusan terbukti menghasilkan solusi yang lebih
inovatif dan inklusif (Xu et al., 2024).

Hubungan antara gender dan inklusivitas dalam kebijakan pemerintahan adalah
aspek krusial dalam pencapaian keadilan sosial dan pengembangan masyarakat.
Kesetaraan gender dalam pengelolaan administrasi publik berimplikasi positif terhadap
pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan beragam kelompok di
masyarakat. Ketika perspektif gender diintegrasikan dalam analisis dan pemformulasian
kebijakan, hal ini dapat meningkatkan inklusivitas dan memberikan manfaat yang merata
bagi seluruh individu, terlepas dari jenis kelamin mereka (Maritha, 2021; Melati &
Asmorowati, 2023).

Penerapan perspektif gender dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintahan dapat
memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan dan memenuhi
kebutuhan beragam individu di masyarakat, sehingga meningkatkan inklusivitas dan
keadilan dalam implementasi kebijakan public (Xu et al., 2024). Studi oleh (Purnama et al.,
2024) menjelaskan bahwa integrasi perspektif gender dalam rencana pembangunan
nasional berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan bagi semua gender dalam
berbagai aspek pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah yang
berfokus pada kesetaraan gender tidak hanya bermanfaat bagi wanita, tetapi juga
meningkatkan keadilan dan keefisienan pelayanan publik secara keseluruhan.

Kesetaraan gender dalam administrasi publik sangat penting untuk mencapai Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 5, yang menargetkan penghapusan kesenjangan
gender di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. SDG 5 menekankan pentingnya
pemberdayaan perempuan, yang mencakup akses yang setara terhadap pendidikan dan
pelatihan, serta memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan di
semua tingkatan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa
peningkatan partisipasi wanita dalam sektor pemerintah dapat menghasilkan kebijakan
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yang lebih responsif dan mencerminkan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat
(Bisogno et al., 2023; Githui & Njuru, 2024). Peningkatan keterwakilan perempuan di
birokrasi mendukung terciptanya kebijakan yang inklusif, mengingat bahwa keputusan
yang menyangkut semua sektor sering kali memiliki dampak berbeda berdasarkan gender
(Herbert et al., 2022).

Dalam konteks administrasi publik, untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan
langkah-langkah komprehensif yang mencakup reorientasi proses pengambilan keputusan
dan pengembangan kebijakan berbasis bukti yang mengintegrasikan perspektif gender
(Javeed et al., 2021; Silva et al., 2023). Hal ini melibatkan tantangan dalam hal budaya
organisasi, di mana perubahan mindset dan komitmen untuk memberdayakan perempuan
harus ditanamkan agar mereka mendapatkan akses yang sama terhadap peluang karir dan
pengembangan professional (Debusscher & Ansoms, 2013; Niyonzima & Bayu, 2023).
Ketika perempuan terlibat dalam pembuatan kebijakan, mereka dapat membawa perspektif
baru yang menguntungkan semua pihak dan meningkatkan kualitas tata kelola serta
efektivitas kebijakan yang diterapkan (Bisogno et al., 2023).

Pentingnya refleksi dan adaptasi dalam administrasi publik menuju pencapaian
SDGs, termasuk SDG 5. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi
perempuan dalam dunia kerja. Memperkuat hubungan antara berbagai pemangku
kepentingan juga dapat mempercepat implementasi langkah-langkah strategis yang
diarahkan pada kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan (Abodunrin et al.,
2023; Ferreira et al., 2023). Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang mempromosikan
kesetaraan gender bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan
strategi penting untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik secara keseluruhan
(Bing & Chen, 2024).

Kebijakan kesetaraan gender di Indonesia diterapkan sebagai langkah untuk
mendukung kesetaraan gender dalam administrasi publik. Salah satu kebijakan utama
adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang meratifikasi Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Undang-undang ini menjadi
dasar bagi berbagai kebijakan afirmatif untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai
sektor, termasuk di dalam birokrasi pemerintah. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi landasan bagi integrasi
perspektif gender dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk tata kelola pemerintahan
(Lubis & Triadi, 2024; Renci et al., 2024). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa
perempuan mendapatkan akses yang sama dalam pengambilan keputusan dan partisipasi
dalam pemerintahan (Yuliani & Ulfah, 2023).

Pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan regulasi yang lebih spesifik, seperti
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 10
Tahun 2019, yang mengatur pedoman evaluasi PUG. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai
seberapa efektif instansi pemerintah menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam
kebijakan dan praktik mereka. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat
kebijakan-kebijakan mendukung, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan bias budaya
dan resistensi institusional di berbagai level birokrasi. Hal ini sering kali menghambat
upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih substantif dan komprehensif dalam
administrasi public (Khasanah, 2022). Hasil evaluasi implementasi PUG di kota-kota seperti
Pekanbaru menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, kesenjangan gender masih
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menjadi tantangan serius. Keberhasilan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam
pemerintahan masih terhambat oleh kondisi sosial dan kultural yang mengakar (Soleha &
Afriyanni, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi
hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa kebijakan yang ada diterapkan
dengan efektif dan adaptif terhadap kebutuhan perempuan di sektor publik (Khasanah,
2022).

Meskipun Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong
kesetaraan gender dalam administrasi publik, implementasinya masih dihadapkan pada
sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah adanya bias
struktural dalam proses rekrutmen dan promosi yang cenderung menguntungkan laki-laki.
Sistem yang ada sering kali mengabaikan potensi dan kontribusi perempuan, menciptakan
kesenjangan dalam keterwakilan perempuan di posisi strategis di birokrasi (Purnama et al.,
2024). Banyak instansi pemerintah masih menerapkan norma-norma sosial yang membatasi
peran perempuan dalam kepemimpinan, sehingga memperkuat pola diskriminasi yang
telah ada (Colley et al., 2020). Di samping itu, meskipun regulasi yang mendukung
pengarusutamaan gender telah ditetapkan, praktik sehari-hari menunjukkan bahwa bias
gender masih ada dalam pengambilan keputusan dan pembagian peran kerja. Banyak
pemerintahan menghadapi tantangan dalam mengubah pola pikir dan budaya organisasi
yang secara tidak langsung menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah
dibandingkan laki-laki (Colley et al., 2020). Proyeksi hukum dan kebijakan yang ada sering
kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan, di mana perempuan masih berjuang untuk
mendapatkan kesempatan yang setara dalam pengembangan karier dan akses ke peluang
kepemimpinan di sektor public (Purnama et al., 2024). Situasi ini menciptakan kesenjangan
antara kebijakan yang dirancang untuk mendukung kesetaraan gender dan realitas yang
dihadapi perempuan di Indonesia. Riset menunjukkan perlunya evaluasi mendalam
terhadap efektivitas kebijakan yang ada dan pengembangan strategi untuk mengatasi
hambatan struktural dan budaya yang masih mengakar dalam birokrasi (Allard et al., 2021;
Karamessini & Rubery, 2014).

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan implementasi kebijakan kesetaraan gender
dalam administrasi publik di Indonesia, dengan menilai sejauh mana regulasi yang telah
diterapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam  birokrasi.
Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut,
baik dari aspek struktural, budaya, maupun kelembagaan. Selain itu, artikel ini juga
menguraikan strategi penguatan keterwakilan perempuan dalam birokrasi pemerintah.
Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai
efektivitas kebijakan kesetaraan gender serta rekomendasi untuk memperkuat
implementasinya di sektor administrasi publik.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur pada
studi-studi yang mengevaluasi implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam
administrasi publik di Indonesia. Melalui pendekatan ini, kami melakukan analisis
mendalam terhadap studi yang ada, terutama pada analisis tantangan dalam
pelaksanaannya, serta hambatan struktural dan budaya yang masih memengaruhi
keterwakilan perempuan dalam birokrasi. Meskipun di banyak negara kebijakan afirmatif
telah diterapkan, hambatan-hambatan ini tetap menjadi tantangan signifikan dalam
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mencapai representasi perempuan yang setara dalam pengambilan keputusan public
(Jumanah et al., 2023; Sahyana et al., 2022).

Kami merancang penelitian ini sebagai studi deskriptif-analitis yang mengkaji
berbagai literatur terkait kebijakan kesetaraan gender dalam birokrasi pemerintah. Sejalan
dengan temuan (Rao & Kelleher, 2005). yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan
kesetaraan gender sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan institusional di
masing-masing daerah. Dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber, penelitian
ini bertujuan memberikan kontribusi akademik yang lebih luas dalam memahami
tantangan struktural dan budaya dalam birokrasi, serta menawarkan perspektif baru dalam
diskusi mengenai tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.

Kami menggunakan studi literatur sebagai metode utama untuk mengumpulkan data.
Sumber data meliputi dokumen kebijakan nasional terkait kesetaraan gender dalam
administrasi publik, laporan dari organisasi internasional seperti UNDP dan World Bank,
serta artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal akademik bereputasi. Dengan
menganalisis berbagai literatur ini, kami dapat mengidentifikasi bagaimana kebijakan
kesetaraan gender telah diimplementasikan, tantangan yang muncul dalam birokrasi
pemerintah, serta dampaknya terhadap keterwakilan perempuan. Data yang dikumpulkan
dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan teknik analisis tematik.
Kami mengidentifikasi pola utama dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender,
termasuk kesenjangan antara kebijakan dan praktik, hambatan struktural, serta faktor-
faktor yang mendukung atau menghambat keterwakilan perempuan di birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dari Regulasi ke Realitas: Menakar Efektivitas Kebijakan Gender di Birokrasi

Kebijakan kesetaraan gender dalam birokrasi Indonesia dibangun atas dasar kerangka
regulasi yang komprehensif, mencakup konvergensi antara norma hukum nasional dengan
standar internasional, terutama melalui ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
(Audina, 2022). Pengakuan hak asasi perempuan dan prinsip kesetaraan diintegrasikan
dalam rangka kerja peraturan perundang-undangan, di mana elemen hukum tersebut tidak
hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif melalui penerapan kebijakan pengarusutamaan
gender (PUG) dalam birokrasi (Rakia & Hidaya, 2022). Regulasi tersebut mendapatkan
kekuatan lebih lanjut dengan dimasukkannya isu kesetaraan gender dalam RPJMN melalui
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 (Pahlevi & Rahim, 2023), serta ditekankannya
prinsip PUG melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mengamanatkan setiap
kementerian dan lembaga untuk menerapkan perspektif gender dalam setiap tahap
perumusan kebijakan (Soleha & Afriyanni, 2021).

Strategi implementasi kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua pendekatan utama.
Pertama, implementasi PUG sebagai mekanisme integratif yang menanamkan perspektif
gender secara menyeluruh dalam semua sektor birokrasi, termasuk perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan penganggaran. Evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat daerah,
misalnya di Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam
penataan kebijakan, tantangan masih muncul terkait resistensi struktural dan budaya
birokrasi yang kaku (Hentihu et al., 2021; Rohman et al., 2022). Kedua, penerapan Anggaran
Responsif Gender (ARG) menjadi alat strategis untuk memastikan bahwa alokasi anggaran
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memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki, terutama di sektor pelayanan
publik seperti kesehatan, sehingga tercapai pemerataan serta peningkatan akses layanan
yang berkualitas (Desmiwati, 2016; Yeselin & Mar’iyah, 2021).

Selain itu, kebijakan afirmasi melalui mekanisme kuota perempuan dalam jabatan
struktural dan politik merupakan langkah konkret untuk meningkatkan representasi
perempuan di sektor birokrasi. Kebijakan ini diperkuat oleh pendekatan affirmative action,
yang sudah mulai diterapkan sebagai upaya menyeimbangkan dinamika kekuasaan dan
pemberdayaan perempuan, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala di
tingkat daerah (Pramiswari et al., 2023; ZA & Yunita, 2022). Kekurangan dalam penerapan
kebijakan ini sering kali berkaitan dengan hambatan budaya dan sistem birokrasi yang
hierarkis, yang dipandang sebagai tantangan dalam mencapai kesetaraan gender yang ideal
(Pahlevi & Rahim, 2023).

Dalam memastikan implementasi kebijakan kesetaraan gender berjalan efektif,
dibentuk mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di Indonesia
telah dibangun secara struktural melalui peran sentral Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang berfungsi mengawasi dan
mengevaluasi kebijakan gender di tingkat nasional. KemenPPPA menetapkan kebijakan
pengawasan yang melibatkan setiap kementerian/lembaga dengan penunjukan Focal Point
Gender (FPG) untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program sektoral dan
mengoordinasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) (Audina, 2022). Di tingkat daerah,
Tim Pengarusutamaan Gender berperan menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal
dan bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga kebijakan yang bersifat nasional
dapat diterjemahkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tersebut
(Soleha & Afriyanni, 2021).

Komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender di birokrasi dapat dilihat dari
rangkaian regulasi dan strategi implementatif yang saling terkait, mulai dari aspek legal,
kebijakan, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, realisasi penuh dari kebijakan tersebut masih
membutuhkan penyesuaian terhadap dinamika birokrasi yang ada, penanggulangan
hambatan kultural, serta peningkatan kapasitas aparat dalam mengelola perubahan
struktural demi mencapai pemerataan kesempatan dan perlindungan yang setara bagi
perempuan di sektor public (Desmiwati, 2016; Soleha & Afriyanni, 2021).

Mengurai Tantangan Struktural dan Kultural dalam Kebijakan Kesetaraan Gender
Kendati berbagai kebijakan telah dirancang untuk mendorong kesetaraan gender
dalam birokrasi Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan.
Tantangan tersebut terutama muncul dari perbedaan antara capaian kebijakan yang
didesain di tingkat pusat dengan realitas implementasinya di tingkat daerah (Purnama et
al., 2024). Di satu sisi, pemerintah pusat telah menyusun kerangka regulasi dan strategi
seperti pengarusutamaan gender yang sejalan dengan standar internasional dan prinsip
hak asasi manusia (Audina, 2022). Penerapan kebijakan tersebut di lapangan terhambat
oleh kurangnya kapasitas kelembagaan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke
dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Banyak instansi pemerintah belum
memiliki pemahaman mendalam mengenai strategi Pengarusutamaan Gender (PUG),
yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan seringkali bersifat simbolis serta tidak
menghasilkan perubahan struktural yang nyata (Rohman et al., 2022; Soleha & Afriyanni,
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2021). Di tingkat pusat, regulasi formal dan target kebijakan gender telah dirancang untuk
mencapai standar internasional dan aspirasi nasional, sedangkan di tingkat daerah
implementasinya dipengaruhi oleh faktor struktural, sumber daya yang terbatas, dan
perbedaan budaya birokrasi yang ada (Wahyudi & Elanda, 2023). Perbedaan tersebut
terlihat dalam kapasitas pelaksanaan dan pemahaman terhadap isu-isu gender. Di tingkat
nasional, terdapat struktur pengawasan yang relatif terintegrasi, seperti penetapan Focal
Point Gender di setiap kementerian/lembaga, yang dirancang untuk menyinkronkan
kebijakan lintas sektoral. Namun, di tingkat daerah, Tim Pengarusutamaan Gender sering
kali menghadapi tantangan berupa kurangnya koordinasi antara aparat pemerintah,
keterbatasan sumber daya, dan bahkan perlawanan normatif terhadap perubahan
paradigma gender (Wahyudi & Elanda, 2023). Studi di berbagai konteks internasional,
meskipun tidak secara spesifik di Indonesia, menegaskan bahwa implementasi gender
mainstreaming di daerah cenderung diuji oleh perbedaan kapasitas lokal, yang sangat
berkontribusi pada variasi hasil antara kebijakan yang diadopsi di pusat dan daerah
(Soleha & Afriyanni, 2021). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan pelatihan dan
pendampingan yang diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur dalam
menerapkan kebijakan gender secara terintegrasi, sehingga data dan informasi terkait
aspek gender tidak dapat diolah secara optimal untuk keperluan evaluasi dan perbaikan
kebijakan (Rohman et al., 2022).

Hambatan struktural tersebut semakin kompleks dengan adanya faktor budaya dan
stereotip gender yang masih mengakar kuat di dalam birokrasi. Budaya birokrasi yang
patriarkal cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga
perempuan kerap dianggap kurang cocok untuk menduduki jabatan kepemimpinan
strategis, meskipun telah diterapkan kebijakan afirmasi (Khasanah, 2022). Hal ini turut
mempengaruhi partisipasi perempuan dalam jabatan struktural, di mana realisasi
kebijakan afirmatif pun hanya berdampak simbolis tanpa mengikis endapan stereotip yang
telah lama terbentuk (Lugman & Sulaikhan, 2023). Ketidakmampuan mengatasi stereotip
dan hambatan budaya ini menyebabkan munculnya kesenjangan yang signifikan antara
kebijakan yang dirancang dengan realisasinya di lapangan. Tantangan lain yang tidak
kalah krusial adalah kurangnya data terpilah gender dalam lingkungan birokrasi.
Ketiadaan data yang komprehensif mengenai keterwakilan perempuan dan indikator-
indikator kinerja berbasis gender menyulitkan perumusan kebijakan berbasis bukti dan
pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh (Rohman et al., 2022). Data terpilah ini penting
untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sekaligus menjadi dasar
rekomendasi perubahan struktural guna mengoptimalkan efektivitas kebijakan kesetaraan
gender.

Strategi Penguatan Kesetaraan Gender

Dalam upaya membangun birokrasi inklusif guna memperkuat kesetaraan gender,
diperlukan rangkaian strategi yang komprehensif dan berlapis, baik dari sisi arahan
kebijakan, perancangan struktur organisasi, maupun penerapan program-program
peningkatan kapasitas perempuan. Di antaranya, strategi strategis dimulai dari penerapan
inisiatif pemberdayaan perempuan di lingkungan kerja, di mana strategi ini mencakup
pengembangan kebijakan inklusif dan program pelatihan untuk mengurangi bias tidak
sadar (unconscious bias) serta mendorong rekrutmen dan promosi berbasis meritokrasi (Du,
2024; Verma et al., 2024). Kerangka teori birokrasi representatif memberikan pendekatan
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konseptual yang penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di sektor publik.
Mendorong kepemimpinan perempuan di sektor publik melalui mentoring dan networking
merupakan strategi yang efektif dalam meruntuhkan hambatan struktural dan kultural.

Program mentoring dapat menghubungkan perempuan yang sudah memiliki
pengalaman dengan calon pemimpin baru, sehingga transfer ilmu, strategi penyelesaian
masalah, serta dukungan emosional dapat berlangsung secara optimal. Pendekatan ini telah
terbukti memberikan dampak positif dalam mengembangkan kapasitas kepemimpinan
perempuan serta membangun jejaring profesional yang kuat di lingkup birokrasi (Azizah
et al, 2022). Selain itu, kegiatan networking tidak hanya menciptakan ruang bagi
perempuan untuk saling tukar pengalaman, namun juga membuka peluang kolaborasi
lintas sektor yang semakin mendorong peran serta perempuan dalam pengambilan
keputusan strategis di ranah public (Fauzi et al.,, 2023). Representasi perempuan dalam
birokrasi berkorelasi positif dengan peningkatan sensitivitas kebijakan terhadap isu-isu
gender, sehingga munculnya kebijakan yang responsif serta program-program
coproduction yang lebih inklusif (Dhillon & Meier, 2020; Pérez-Durdn & Bravo-Laguna,
2019; Riccucci et al., 2015).

Selain itu, strategi penguatan kesetaraan gender dalam konteks birokrasi juga harus
menyentuh dimensi kebijakan publik secara menyeluruh, yaitu dengan mengintegrasikan
prinsip gender mainstreaming pada seluruh lini manajemen dan pengambilan keputusan.
Hal ini mencakup reformasi kebijakan, peninjauan ulang norma-norma institusional, serta
penerapan praktik-praktik manajemen perubahan yang berfokus pada penghapusan
struktur hierarkis yang berpotensi menghambat partisipasi perempuan (Agustina et al.,
2023; Scala & Paterson, 2017). Pengalaman lokal, seperti yang dicontohkan oleh inisiatif
kepemimpinan perempuan di Nusa Tenggara Barat, memperlihatkan bahwa intervensi
kebijakan yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial setempat dapat
meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan dalam struktur birokrasi (Sijabat et
al., 2023).

Program pengembangan kapasitas, pelatihan peningkatan kapasitas gender dalam
pelatihan birokrasi memiliki peran sentral dalam membekali aparat publik dengan
pemahaman terkait perspektif gender. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui program
pelatihan yang memadukan penyusunan indikator kinerja (seperti LAKIP berbasis gender)
dan modul pengembangan kapasitas yang menyoroti isu-isu ketidaksetaraan gender. Telah
dibuktikan bahwa pelatihan berbasis gender dapat meningkatkan integritas, efisiensi
penggunaan sumber daya manusia dan memperluas wawasan para pegawai dalam
menerapkan kebijakan yang inklusif (Chotim, 2020). Penerapan prinsip-prinsip ini
diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memastikan bahwa kebijakan yang
diimplementasikan tidak hanya formalitas, melainkan juga berkontribusi terhadap
redistribusi kekuasaan dan kesempatan secara adil.

Pembahasan

Budaya organisasi dalam birokrasi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh nilai-
nilai patriarki yang mengakar kuat, sehingga perempuan menghadapi kesulitan untuk
menembus posisi strategis. Nilai-nilai patriarki tersebut menonjol melalui stereotip yang
menempatkan perempuan sebagai entitas emosional atau kurang rasional, yang secara
implisit mendukung struktur kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki (AR, 2015). Studi
yang dilakukan oleh(Mufrikhah, 2020), menunjukkan bahwa kondisi kultural dan
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institusional di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap rendahnya keterwakilan
perempuan, di mana tradisi dan norma sosial menghambat peluang perempuan untuk
memperoleh jabatan penting. Selain itu, fenomena glass ceiling dalam birokrasi tidak
hanya menghalangi akses perempuan ke posisi manajerial, tetapi juga memunculkan
perlakuan diskriminatif yang mendorong perempuan harus bekerja lebih keras demi
mendapatkan pengakuan yang setara (Azwar, 2023). Meski telah terdapat berbagai
kebijakan kesetaraan gender, seperti pengarusutamaan gender (PUG) dan anggaran
responsif gender (ARG), implementasi kebijakan-kebijakan ini sering kali bersifat
formalitas administratif tanpa disertai mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang
memadai. Penelitian (Harirah et al., 2023) mengungkapkan bahwa advokasi kebijakan
pengarusutamaan gender di banyak instansi pemerintahan masih menemui kendala
berupa kurangnya dukungan riil dari pimpinan, keterbatasan sumber daya, serta
mekanisme pemantauan yang lemah. Tanpa adanya sistem evaluasi yang jelas (misalnya,
dalam hal komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi) kebijakan gender cenderung
menjadi sekadar dokumen simbolis yang gagal menciptakan perubahan substantif
(Desmiwati, 2016). Dalam konteks ini, marginalisasi kepemimpinan perempuan juga
terlihat, sebagaimana disampaikan oleh Sahyana et al. yang menyatakan bahwa budaya
patriarki mengakibatkan ketimpangan akses perempuan terhadap posisi strategis dalam
pemerintahan (Sahyana et al., 2022). Untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural
yang ada, strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam birokrasi harus mencakup
penguatan kapasitas melalui pelatihan gender yang intensif, program mentoring, serta
penguatan jaringan profesional. Pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan tidak hanya
meningkatkan keterampilan, tetapi juga mengubah pola pikir internal dalam menghadapi
stereotip gender yang ada (Azwar, 2023). Selain itu, penerapan kebijakan afirmatif seperti
kuota ~minimal keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural perlu
diimplementasikan secara ketat di samping adanya pengawasan yang jelas dari pimpinan
birokrasi guna memastikan transformasi budaya organisasi yang lebih inklusif. Strategi ini
harus menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi yang menyasar peningkatan
kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesempatan bagi perempuan (Mufrikhah,
2020). Perubahan tidak hanya terjadi pada tingkat individu melalui peningkatan
keterampilan, tetapi juga pada tingkat struktural melalui implementasi kebijakan afirmatif.
Hal ini akan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam
menduduki jabatan-jabatan penting dalam birokrasi. Dengan adanya pengawasan yang
ketat, diharapkan transformasi budaya organisasi menuju inklusivitas dapat tercapai
dengan lebih efektif. Selain itu, strategi ini juga akan mendukung upaya reformasi birokrasi
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan kesetaraan
gender.

SIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam
birokrasi masih menghadapi berbagai kendala struktural. Meskipun regulasi seperti
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) sudah diadopsi,
efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya internalisasi kebijakan di tingkat daerah dan
kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat. Selain itu, faktor budaya organisasi yang
masih patriarkal sering kali menghambat akses perempuan ke posisi kepemimpinan
strategis. Dalam konteks ini, kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan
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keterwakilan perempuan di birokrasi masih belum sepenuhnya mampu mengatasi bias
struktural yang mengakar.

Analisis dalam bab pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kesetaraan
gender sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: budaya organisasi, pengawasan
kebijakan, dan penguatan kapasitas perempuan di birokrasi. Budaya organisasi yang masih
mempertahankan norma patriarki menciptakan hambatan bagi perempuan untuk
memperoleh akses yang setara dalam promosi jabatan. Di sisi lain, pengawasan kebijakan
yang lemah menyebabkan minimnya akuntabilitas dalam implementasi kebijakan
kesetaraan gender. Sementara itu, strategy penguatan kapasitas perempuan, seperti
mentorship dan pelatihan kepemimpinan, masih belum sepenuhnya terlembaga dalam
system birokrasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang berorientasi pada kesetaraan
gender harus mencakup perbaikan dalam ketiga aspek ini untuk menciptakan perubahan
yang lebih substansial.

Studi ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian
selanjutnya. Penelitian ini lebih banyak berfokus pada literatur yang mengkaji kebijakan
dan implementasi tanpa melakukan analisis mendalam terhadap pengalaman individu
perempuan dalam birokrasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengeksplorasi pendekatan studi komparatif antara berbagai sektor pemerintahan atau
antara negara dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait efektivitas kebijakan
kesetaraan gender dalam birokrasi.
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